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ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan pada lampiran Bab Il angka 2 huruf e dan huruf
f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial
diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Rl
Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun
2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri 120 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri
90 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Maksud ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah
sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang bertujuan agar
pengelolaan hibah dan bantuan sosial berjalan dengan tertib, lancar, tepat
guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8
Juni 2023.

- Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 tahun 2017
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 18 Himn.



